
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG, 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMIUHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG 

NOMOR: 07/HK.03.l-Kpt/6104/KPU-Kab/Vll/2021 
TENTANG 

PENETAPAN AKUN RESMJ PLATFORM MEDIA SOSIAL JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KETAPANG 

I SALINAN I 

KOMISJ PEMIUHAN UMUM 

KABUPATEN KETAPANG 

: a. bahwa untuk mengoplimalisasi pcmanfaatan media 
sosia! untuk mcmbangun kn:dibilitas kelembagaan 
dalam pcnyebaran informasi publik dan Jaringan 
Ookumentasi dnn Infcemeai Hukum di masyaru.kat 
sc:rta para pemangku kcpenlingan, dipcrlukan suatu 
plalform media sosia1 scbagai salah satu penunjang 
kincrja Komisi Pcmilihan Umum Kabupo.lCn Ketapang: 

b. bahwa untuk mclaksanakan ketcntuan Pasal 17 huruf 
c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pcmilihan Umum; 
c. bahwa bcrdasarkan pcrlimbangan sebogaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, pcrlu 
mcnetapkan Keputusan Komisi Pcmilihan Umum 
Kabupalcn Kctapang tcntang Pcnetapan Akun Rcsmi 
Pfat/orm Media Sosial Jaringan Dokumcntasi dan 
lnfonnasi Hukum Komisi Pcmi\ihan Umum Kabupalcn 
Kc ta pang; 

Mcnimbang 



Mengingat I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenlang 
lnformasi dan Transaksi Eleklronik (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843) sebagaimana telah drubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tcntang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang lnfonnasi dan Tronsaksi Elektronik 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 251, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5952); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tcntang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tcntang 
Layanan Publik (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

5. Peraturan Prcsidcn Nomor 33 Tahun 2012 tcntang 
Jaringan Dolrumentasi dan lnformasi Hulrum 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2012 Nomor 82); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnforrnaei 
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Bcrita 

Ncwu-a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 
7. Pcraturan Kormsi Pemihhan Um um Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemi!ihan 
Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 

diubuh ... 

Indonesia 
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diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Kcdua 

At.as Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 ten tang Tata Kcrja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisr Pcmilihan Umum Provmsi, Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kolll (Serita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

8. Peraturan Komrni Pcmihhan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Togas, F'ungsi, Susunan Orgamsasi, 

dan Tata Kcrja Sckrctariat Jcnderal Komisi 

Permlihan Umum, Sckn.:tariat Komisi Permlihan 

Umum Provinsr, dan Sckretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupa.lcn/Kota (Berita Ncgaro Repubhk 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

9. Keputusan Komisi Pemrhhan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 
Dokumcntasi den lnfonnasi Hukum Korms! 
Pcmilihan Umum; 

10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

533/HK.04-Kpt/03/KPU/XJ/2020 tcntang Pcdoman 

Tcknis Pengclolaan Dokumentasi dan lnformasi 

Hukum di Lingkungan Komisi Pcmilihan Umum, 

Komisi Pcmilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMIUHAN UMUM KABUPATEN 

KETAPANG TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI PLATFORM 

MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INF'ORMASI 

HUKUM KOMIS! PEMIUHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG. 

Menetapkan akun rcsrru pada platform media sosial Jaringan 
Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ketapang. 

Akun rcsmi sebagaimana dimaksud dalam Drkrum KESATU 

terdirr ates ; 
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I. Nama pla1form media sosial: Face book 

Nama akun : Jdihkpu Ketapang 

Ta.utan media sosial : 

hltps://www.faccbook.com/jdihkpu.kct.apang 
2. Nama platform media sosial : lnstagram 

Nama akun : jdihkpukctapang 
Tautan media sosial : 

https://www instagram.com/jdihkpuketapang/ 

3. Nama platform media sosial : Twitter 

Nama akun : jdihkpukctapang 

Tautan media sosial: https:/ /twitter.com/jdihkpuketapang 
4. Nama platform media scsraj : Youtube 

Nama akun : JDIH KPU Ketapang 

Tautan media sosial · 

h ttps://www.youtube.com/ channel/ UCnfQkBSriGMe I s1t!R 
q9aFg 

Keputusan rm mulai ber!aku SCJak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Ketapang 
pa.da tanggal 5 Juli 2021 

KETUA KOMISI PEMIL!HAN UMUM 

KABUPATEN KETAPANG, 

Ttd 

TEDI WAHYUDIN 

Salinan Scsuai Dengan Aslinya 
KASUBBAG HUKUM 
SEKRETARJAT KPU 

( KABUPATEN KETAPANG 

--,�·l','1 
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